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regulations from a rural-urban perspective, Increase awareness of
Keywords: sustainable planning, and foster active government-community
Per uma]}an; participation. The method involved a technical guidance participatory
Permukiman; meeting at the West Nusa Tenggara Province Housing and Settlement
Des? -l‘(ota.; Agency on April 15, 2025. Stages included an initial survey, Interactive
Sosialisasi visual materials, pre-test, lectures, discussions, and a post-test.

Evaluation results showed a significant understanding increase from

78.45% to 87.04% regarding rural-urban housing typologies. Critical
Issues I1dentified were unplanned land conversion, difficulty accessing
Information/permitting, infrastructure disparities, and evolving housing
aspirations. These findings highlight the need for an integrated approach
to Lombok's settlement development

Abstrak: Pulau Lombok mengalami dinamika pembangunan pesat
dengan interaksi "desa-kota" yang intens, memicu pergeseran fungsi
lahan dan tantangan dalam pengembangan perumahan. Masyarakat di
wilayah transisi seringkali kurang memahami regulasi, standar hunian
layak, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian
ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan
masyarakat tentang regulasi serta standar perumahan dan permukiman
dalam perspektif desa-kota, meningkatkan kesadaran perencanaan
permukiman berkelanjutan, dan mendorong partisipasi pemerintah
serta masyarakat. Metode yang digunakan adalah bimbingan teknis
melalui pertemuan partisipatif di Dinas Perumahan dan Permukiman
Provinsi NTB pada 15 April 2025. Tahapan mencakup survei awal,
materi visual interaktif, pre-test, ceramah, diskusi, dan post-test. Hasil
evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dari 73,45%
menjadi 87,04% terkait tipologi perumahan desa-kota. Isu kritis yang
teridentifikasi meliputi konversi lahan tak terencana, kesulitan akses
informasi/perizinan, kesenjangan infrastruktur, dan perubahan aspirasi
hunian. Ini mengindikasikan perlunya pendekatan terintegrasi dalam
pembangunan permukiman di Pulau Lombok.
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A. LATAR BELAKANG

Pulau Lombok, sebagai salah satu destinasi pariwisata dan pusat pertumbuhan
ekonomi di Indonesia, mengalami dinamika pembangunan yang pesat (Primadianti &
Sugiyanto, 2020). Peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk tidak
hanya terpusat di wilayah inti perkotaan, tetapi juga meluas ke daerah-daerah
penyangga perkotaan atau peri-urban, yang menciptakan fenomena yang dikenal
sebagai interaksi "desa-kota" (Aframiati Naftali Papur et al., 2022). Fenomena ini
ditandai dengan pergeseran fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian, peningkatan
kepadatan bangunan, perubahan pola sosial ekonomi masyarakat, serta masuknya
karakteristik perkotaan ke wilayah pedesaan (Pradana et al., 2021).

Berdasarkan data yang dihimpun dari masing-masing dokumen Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) di masing-masing wilayah kabupaten dan kota yang ada di
pulau Lombok, tercatat bahwa jumlah prosentase perbandingan antara permukiman
pedesaan dan permukiman perkotaan, menunjukkan variasi pola yang berbeda dari
masing-masing wilayah administrasi yang ada. Pola permukiman terjadi jika terdapat
persebaran penduduk di suatu kota atau desa, yang menunjukkan bahwa antara pola
dan persebaran saling terkait satu dengan yang lainnya (Farida Nurul Yusrina et al.,
2018). Melihat data dan fakta tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa semakin
lama, permukiman pedesaan akan semakin terdesak dan terkonversi menjadi
permukiman perkotaan. Secara perlahan permukiman bergeser ke wilayah perkotaan
sehingga persentase wilayah permukiman di perdesaan lambat laun ditinggalkan
(Wijaya et al., 2025).
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Gambar 1. Perbandingan antara permukiman pedesaan dan perkotaan di Pulau Lombok
(Sumber - Data dalam dokumen RTRW Kab./Kota se-Pulau Lombok)

Dalam konteks perumahan dan permukiman, perkembangan desa-kota ini
seringkali diiringi dengan berbagai tantangan, terutama tantangan dalam
pengembangan kawasan perumahan atau permukiman (Aulia Muflih Nasution, 2019).
Masyarakat di wilayah “transisi” ini kerap kali belum sepenuhnya memahami regulasi
terkait tata ruang (Simamora & Andrie Gusti Ari Sarjono, 2022) dan pembangunan (Izin
Mendirikan Bangunan/IMB, Garis Sempadan Bangunan/GSB), standar hunian layak,
serta pentingnya pengelolaan lingkungan permukiman yang berkelanjutan seperti
sistem sanitasi, drainase, dan pengelolaan sampah yang memadai. Pengembangan
kawasan permukiman dan perumahan, baik di wilayah desa maupun kota, seringkali
dihadapkan pada serangkaian tantangan kompleks yang saling berkaitan (Dyah
Nawang Wulan & Widodo, 2020). Salah satu isu utama adalah keterbatasan lahan dan
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lonjakan harga tanah yang signifikan, terutama di perkotaan, menyulitkan akses
masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak (Mas’odi Mas’odi et al., 2025),
sementara di pedesaan, konversi lahan pertanian yang tidak terkendali mengancam
ketahanan pangan (Dewinta & Warlina, 2017). Kondisi ini kemudian diperparah dengan
munculnya permukiman kumuh yang padat dan tidak teratur di perkotaan (Sari &
Ridlo, 2022), serta masih banyaknya perumahan tidak layak huni di pedesaan yang
minim standar kelayakan dan fasilitas dasar. Ketidakmerataan akses terhadap
infrastruktur esensial seperti air bersih, sanitasi yang memadai, sistem drainase yang
baik, serta jalan yang layak, menjadi hambatan serius yang berdampak langsung pada
kualitas hidup penghuni (Amir Abas & Deva Fosterharoldas Swasto, 2025). Di samping
itu, masalah legalitas dan perizinan yang rumit seringkali menghambat pembangunan
yang terencana dan menyebabkan banyak permukiman informal, sementara
perencanaan tata ruang yang belum optimal atau tidak konsisten dalam
implementasinya dapat mengakibatkan pembangunan yang tidak terkendali dan
konflik penggunaan lahan (Simamora & Andrie Gusti Ari Sarjono, 2022). Terdapat
indikasi yang sering terjadi dari kurangnya kapasitas kelembagaan dalam koordinasi
serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan turut
berkontribusi pada ketidakberlanjutan program, ditambah dengan dampak lingkungan
yang sering terabaikan, seperti deforestasi dan hilangnya area resapan air, yang
meningkatkan risiko bencana.

Kurangnya pemahaman ini dapat berujung pada pembangunan permukiman yang
tidak terencana, kumuh, dan rentan terhadap masalah lingkungan serta sosial di
kemudian hari (Wahyu Saputra et al., 2022). Penyamaan persepsi antara permukiman
desa dan kota seringkali menimbulkan masalah, terutama karena perbedaan signifikan
dalam infrastruktur, gaya hidup, dan aksesibilitas. Penyamaan ini memerlukan upaya
yang lebih komprehensif, dalam rangka menciptakan komunikasi yang efektif, saling
pengertian, serta kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak
terkait lainnya (Ali Akbar Harahap et al., 2024). Sosialisasi adalah salah satu upaya
dan langkah penting dalam mengatasi perbedaan persepsi antara permukiman desa dan
kota, terutama dalam program pembangunan. Sosialisasi membantu pemangku
kepentingan dalam hal ini pemerintah dan masyarakat, dalam memahami konsep,
tujuan, manfaat, dan tahapan program, sehingga partisipasi mereka meningkat
(Abdullah, 2022). Dengan adanya sosialisasi, pemerintah dapat menjelaskan dampak
program yang diharapkan dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, berdasarkan
karakteristik hunian dimana mereka berada.

Mengingat urgensi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
dilaksanakan dengan fokus pada sosialisasi perumahan dan permukiman, dalam rangka
pemahaman mendalam terkait pendekatan sudut pandang perumahan dan
permukiman dalam konteks desa-kota, yang diperuntukkan bagi para pemangku
kepentingan di sektor perumahan dan permukiman (Jusuf Leiwakabessy et al., 2023).
Lokasi pengabdian dilaksanakan pada Dinas Perumahan dan Permukiman, Provinsi
Nusa Tenggara Barat, dimana khusus pada materi sosialisasi ini, Jocus dalam substansi
pembahasan berada di Pulau Lombok, karena wilayah ini, dipandang sangat
representatif untuk menggambarkan fenomena desa-kota, dari adanya pertumbuhan
penduduk yang cepat, memiliki pusat-pusat pelayanan yang cukup banyak, serta
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perkembangan kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan perumahan dan
permukiman tersebar luas.
Dari adanya sosialisasi ini, sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat,

kegiatan ini memiliki tujuan yang utama adalah untuk:

— Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat luas tentang
regulasi dan standar perumahan dan permukiman dalam perspektif desa-kota,

— Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan permukiman
yang baik dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan,

— Mendorong partisipasi aktif antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan
lingkungan permukiman yang nyaman, aman, dan sehat sesuai dengan perspektif
desa kota.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang dilakukan dimulai dengan bimbingan teknis yaitu berupa
pertemuan partisipatif dengan cara pemaparan, telaah/diskusi, perumusan dan
penyepakatan bersama (Nany Yuliastuti et al., 2019) antara pihak pemerintah dalam
hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB, dengan perwakilan masyarakat
yang direpresentasikan oleh pokja perumahan permukiman dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) bidang permukiman, dengan total peserta sebanyak 27 orang, yang
diundang dalam kegiatan ini.

Gambar 2. Suasana Kegiatan Sosialisasi
(Sumber : Dokumentasi Penulis, tahun 2025)

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025, bertempat di Aula
Utama Pertemuan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB. Tahapan
pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini meliputi:

— Persiapan: Tahap ini diawali dengan melakukan survei awal untuk
mengidentifikasi sebaran dan permasalahan spesifik terkait perumahan dan
permukiman yang terdapat di Pulau Lombok. Tim penyusun materi sosialisasi
kemudian menyiapkan visualisasi data berupa poster, dan media visual interaktif
yang relevan dengan kebutuhan kegiatan sosialisasi, dilanjutkan dengan mengisi
pre-test secara digital melalui gawai masing-masing peserta yang terhubung
dengan tim pelaksana sosialisasi.

— Pelaksanaan Sosialisasi: Kegiatan utama dilakukan dalam bentuk ceramah
interaktif dan diskusi. Sesi sosialisasi diawali dengan pemaparan materi oleh tim
pengabdi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi untuk menggali persepsi
peserta sosialisasi dan berbagi pengalaman antar peserta. Penggunaan media visual
berupa peta interaktif digunakan untuk mempermudah pemahaman.
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Evaluasi: Untuk mengukur tingkat pemahaman dan keberhasilan sosialisasi,
dilakukan post-test singkat dengan beberapa pertanyaan terkait materi, sebagai
upaya umpan balik pemahaman peserta.

EVALUASI

PERSIAPAN
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* Post-test
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Gambar 3. Diagram Alur Kegiatan Sosialisasi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus utama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan

kesadaran dan pemahaman mengenai isu perumahan dan permukiman, dengan
penekanan khusus pada dinamika dan tantangan yang muncul dari interaksi antara
wilayah desa dan kota. Fokus krusial lainnya adalah untuk menggali dan
mengidentifikasi masalah-masalah perumahan dan permukiman yang unik akibat
interaksi desa dan kota di Pulau Lombok. Ini bukan sekadar sosialisasi umum,

melainkan upaya untuk memahami isu yang sedang berkembang antara lain :

Bagaimana urbanisasi dan pertumbuhan kota pola pembangunan di desa-desa
penyangga.

Perbedaan akses terhadap informasi dan program bantuan perumahan antara
masyarakat di perkotaan dan perdesaan.

Tantangan dalam penyediaan infrastruktur dasar yang merata di seluruh spektrum
desa-kota.

Dampak perubahan sosial dan ekonomi terhadap masyarakat terkait jenis dan
kualitas hunian mereka.

Isu ini diangkat sebagai gambaran kepada peserta untuk melihat isu perumahan

dalam gambaran yang lebih besar dan dinamis, dalam perspektif luas yaitu Pulau
Lombok.
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Gambar 4. Sebaran Permukiman dan Perumahan di Pulau Lombok
(Sumber © Olahan Data Penulis menggunakan Aplikasi Pemetaan Digital)
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Sosialisasi ini berfokus untuk peningkatan pemahaman seluruh stakeholder yaitu
masyarakat dan bahkan pemangku kepentingan dalam hal regulator perumahan dan
permukiman, agar lebih sadar akan fakta bahwa tidak ada lagi batas tegas antara desa
dan kota pada banyak wilayah di Pulau Lombok. Permasalahan perumahan di desa
seringkali merupakan dampak dari perkembangan di sisi kota, dan solusinya pun
memerlukan pendekatan yang terintegrasi.

1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi
Sosialisasi dilaksanakan, dengan mengedepankan aspek edukasi yang informative,

sesuai rencana yang telah dipersiapkan tim, terlihat dari antusiasme yang cukup tinggi
dari peserta. Materi tentang sebaran dan pengelompokan perumahan dan permukiman
di desa-kota menjadi topik yang paling menarik perhatian, terlihat dari banyaknya
pertanyaan dan diskusi yang muncul. Ini mengindikasikan bahwa isu dan penyamaan
pemahaman terkait perumahan dan permukiman di desa-kota, belum dipahami secara
tuntas oleh peserta.

Tim pengabdian terlebih dahulu memaparkan materi dengan substansi yang sesuai
dengan tema pengabdian yaitu perumahan dan permukiman dalam perspektif desa-kota,
dimana pemaparan ini terfokus pada lokasi di Pulau Lombok.

—__——_ - < .

: e .
Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan
(Sumber - Dokumentasi Penulis, Tahun 2025)

Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan, yaitu keterbatasan waktu
diskusi yang disebabkan oleh padatnya aktivitas harian peserta, serta adanya
perbedaan tingkat pemahaman dasar di antara peserta. Namun, kendala ini dapat
diatasi dengan penggunaan bahasa yang sederhana, visualisasi yang jelas, dan fasilitasi
diskusi yang lebih interaktif untuk mengakomodasi berbagai level pemahaman.

2. Perspektif Desa-Kota dalam Isu Perumahan dan Permukiman
Temuan dari sosialisasi ini memperkuat pandangan bahwa isu perumahan dan

permukiman di Pulau Lombok tidak dapat dipandang secara terpisah antara desa dan
kota. Dinamika interaksi desa-kota di Pulau Lombok, yang dicirikan oleh migrasi
komuter, ekspansi pembangunan, dan perubahan pola konsumsi, secara langsung
memengaruhi kondisi perumahan. Misalnya, tekanan pembangunan dari pusat kota,
akan mendorong kenaikan harga lahan di desa-desa penyangga, membuat masyarakat
lokal kesulitan memiliki tanah untuk membangun rumah. Kesenjangan dalam akses
informasi dan birokrasi perizinan juga menyoroti kelemahan dalam sistem pelayanan
publik yang belum sepenuhnya menjangkau wilayah desa-kota secara efektif. Materi
sosialisasi yang disesuaikan ternyata sangat dibutuhkan, menunjukkan bahwa
pendekatan "satu ukuran untuk semua" dalam kebijakan perumahan mungkin tidak
efektif di wilayah dengan karakteristik desa-kota yang heterogen. Temuan ini
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menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang struktur konfigurasi terhadap
isu perumahan dan permukiman di desa-kota harus didukung oleh kebijakan yang
adaptif dan infrastruktur yang merata, serta mempertimbangkan kearifan lokal dalam
merespon standar pembangunan yang dibawa oleh pengaruh perkotaan.

3. Evaluasi dan Isu Kritis yang Teridentifikasi
Hasil evaluasi awal menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta

terhadap pemahaman perumahan dan permukiman di desa-kota. Jumlah [peserta
sebanyak 27 orang, dengan hasil pre-test, rata-rata skor pemahaman adalah 19 peserta
dengan prosentase 73,45%, sementara pada post-test meningkat menjadi 23 orang
dengan prosentase 87,04%. Secara kualitatif, peserta mulai dapat membedakan aspek-
aspek dari tipologi perumahan dan permukiman dalam sudut pandang desa-kota.
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Gambar 6. Grafik evaluasi pemahaman peserta

Selama sesi diskusi, beberapa isu kritis terkait perumahan dan permukiman dalam
perspektif desa-kota di Pulau Lombok berhasil teridentifikasi, antara lain:

— Maraknya konversi lahan pertanian di wilayah desa penyangga menjadi
permukiman, seringkali tanpa perencanaan yang matang, menimbulkan masalah
lingkungan dan sosial.

— Masyarakat di wilayah desa dan pinggiran kota masih kesulitan mengakses
informasi yang jelas dan proses birokrasi yang rumit terkait perizinan
pembangunan rumah dan legalitas tanah.

- Terdapat perbedaan signifikan dalam ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar
(air bersih, sanitasi, jalan, listrik) antara wilayah perkotaan dan sebagian besar
wilayah pedesaan.

— Masyarakat desa mulai memiliki aspirasi terhadap standar perumahan dan fasilitas
yang lebih menyerupai perkotaan, yang perlu diakomodasi dalam perencanaan
tanpa menghilangkan identitas lokal.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pembahasan Peningkatan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat
menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang interaktif dan disesuaikan dengan
konteks lokal sangat efektif. Fenomena "desa kota" di Pulau Lombok memang
menimbulkan kebutuhan informasi yang mendesak bagi masyarakat. Perubahan fungsi
lahan yang cepat dan pembangunan yang tidak terencana di wilayah transisi ini
seringkali menyebabkan masyarakat tidak siap menghadapi implikasi tata ruang dan
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lingkungan. Dari perspektif desa kota, hasil sosialisasi ini menegaskan bahwa
masyarakat di wilayah peri-urban menghadapi dua spektrum masalah. Di satu sisi,
mereka berhadapan dengan isu-isu khas pedesaan seperti keterbatasan akses terhadap
informasi dan layanan dasar, di sisi lain, mereka mulai merasakan tekanan urbanisasi
seperti masalah kepadatan, sanitasi perkotaan, dan kebutuhan akan regulasi yang lebih
kompleks.

Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya sosialisasi berkelanjutan dengan
materi yang lebih spesifik, sesuai dengan sub-wilayah desa kota yang berbeda
karakteristiknya. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pendekatan yang
holistik dalam merancang kebijakan perumahan dan permukiman di masing-masing
karekteristik wilayah, tidak hanya mengadopsi model perkotaan sepenuhnya namun
juga mengakomodasi kearifan lokal dan karakteristik pedesaan yang masih ada.
Peningkatan pemahaman dan partisipasi aktif peserta menunjukkan bahwa
pendekatan sosialisasi yang interaktif dan disesuaikan dengan konteks lokal sangat
efektif. Fenomena "desa kota" di Pulau Lombok memang menimbulkan kebutuhan
informasi yang mendesak bagi masyarakat. Perubahan fungsi lahan yang cepat dan
pembangunan yang tidak terencana seringkali menyebabkan masyarakat tidak siap
menghadapi implikasi tata ruang dan lingkungan.
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